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DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata Kuliah Governansi Pertanahan membahas konsep, prinsip, dan praktik tata kelola pertanahan
dalam konteks kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Mata kuliah ini mengkaji
perbedaan dan keterkaitan antara land governance, land administration, dan land management
dalam sistem pertanahan, serta peran aktor, kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan
dalam pengaturan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengendalian tanah.

Pembelajaran diarahkan pada pemahaman prinsip good land governance—transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan—serta pemanfaatan data dan informasi pertanahan sebagai
dasar analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan. Melalui studi kasus lintas sektor dan diskusi
kolaboratif, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis praktik governansi pertanahan secara
kritis dan beretika dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

CPL1

Menunjukkan sikap dan perilaku Pancasila, berkontribusi dalam mengembangkan kualitas kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, serta berkarakter unggul dan professional

CPL2

Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum agraria, governansi pertanahan, kebijakan politik agraria dan
dasar-dasar penataan ruang

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

CPMK1

Mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan perbedaan land governance, land administration, dan land
management dalam sistem pertanahan

CPMK2

Mampu menganalisis prinsip-prinsip good land governance dalam kebijakan dan praktik pertanahan
CPMK3

Mampu menganalisis peran aktor, kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan dalam governansi
pertanahan

CPMK4

Mampu memanfaatkan data dan informasi pertanahan sebagai dasar analisis dan rekomendasi kebijakan
governansi pertanahan




Sub-CPMK

Sub-CPMK 1

Menjelaskan konsep, evolusi, serta hubungan land governance, land administration, dan land management
dalam sistem pertanahan.

Sub-CPMK 2

Menjelaskan posisi governansi pertanahan dalam urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang serta prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan.

Sub-CPMK 3

Menganalisis penerapan prinsip good governance dalam kebijakan agraria-pertanahan serta
mengevaluasinya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sub-CPMK 4

Mengidentifikasi aktor dan institusi governansi pertanahan, menganalisis relasi kekuasaan, serta
menunjukkan sikap kolaboratif dan komunikasi kebijakan berbasis etika publik.

Sub-CPMK 5

Menjelaskan peran data pertanahan serta menggunakan data dan informasi pertanahan untuk analisis
governansi lintas sektor.

Sub-CPMK 6

Menyusun rekomendasi kebijakan pertanahan sederhana berbasis data dan analisis governansi.

POKOK BAHASAN
Pertemuan Meteri
ke /Tanggal
1 Konsep dasar LG, LA, LM
2 Sistem pertanahan & fungsi LG, LA, LM
3 LG sebagai domain payung urusan agraria—pertanahan
4 Prinsip good land governance
5 Kebijakan agraria lintas sektor
6 LG & pembangunan berkelanjutan
7 Aktor & institusi pertanahan
8 MID TEST (UTS)
9 Politik & kekuasaan agraria
10 Etika publik & komunikasi kebijakan
11 Data & informasi pertanahan
12 Tata kelola data pertanahan
13 Penyusunan rekomendasi kebijakan
14 Studi kasus strategis pertanahan
15 Policy brief governansi pertanahan
16 FINAL TEST (UAS)
PUSTAKA / REFERENSI

A. Bahan Kajian Utama (Inti LG)

1. Konsep dan evolusi Land Governance, Land Administration, dan Land Management
2. Sistem pertanahan dan posisi governansi sebagai domain payung urusan agraria—pertanahan
3. Prinsip Good Land Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan)
4. Kebijakan publik agraria—pertanahan lintas sektor
5. Aktor, kelembagaan, dan relasi kekuasaan dalam sistem pertanahan
6.  Etika publik dan pelayanan publik di bidang pertanahan
B. Bahan Kajian Pendukung
1. Tata kelola data dan informasi pertanahan
2. Analisis kebijakan berbasis data (evidence-based policy)
3. Governansi pertanahan dan SDGs
4.  Studi kasus praktik governansi pertanahan di Indonesia

C. Bahan Kajian Keterampilan
1.  Analisis kasus governansi pertanahan




POKOK BAHASAN

2. Penyusunan rekomendasi kebijakan sederhana berbasis data
3. Komunikasi kebijakan dan kerja kolaboratif




